KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR : 0706/HK.06.04-Und /7202 /KPU-KAB/IV /2020

TENTANG

KEPUTUSAN HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
ATAS LAPORAN NOMOR : 119/K.ST-09/PM.01.02/IV/2020
TANGGAL 14 APRIL 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor
0347/PP.04.2/Kpt/ 7202 /KPU.KAB/III/2020 tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Poso;

https://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/poso/



Mengingat

c. bahwa berdasarkan berita acara Nomor

0699/HK.06.4-BA/7202/KPU.KAB/IV/2020 Tentang
Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta
Integritas atas Laporan Nomor : 119/K.ST-
09/PM.01.02/1V/2020 Tanggal 14 April 2020;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten  Poso  Tentang  Keputusan Hasil
Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode
Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas
Laporan Nomor : 119/K.ST-09/PM.01.02/IV/2020
Tanggal 14 April 2020.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

https://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/poso/



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata  Kerja  Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1498);

. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan

Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

tentang Kode Etik Dan Pedoman  Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

https://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/poso/



Memperhatikan

MENETAPKAN :

SATU

KEDUA

Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

1. Laporan Nomor : 199/K.ST-09/PM.01.02/1V /2020
tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode
Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas;

2. Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta
Integritas (model PE-3) dan Keputusan Dugaan
Pelanggaran KodeEtik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
Dan/Atau Pakta Integritas (model PE-4).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN HASIL PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ATAS
LAPORAN NOMOR : 119/K.ST-09/PM.01.02/IV/2020 TANGGAL
14 APRIL 2020.

Memberikan SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP kepada
saudari Lani Afriani sebagai anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Poso Kota dan saudara Teddy Sugiharto
Buheli sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) Poso Kota;
Memberikan Rehabilitasi Nama Baik dan Pengaktifan

kembali saudara Faisal Amir Lamuka sebagai Ketua atau

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Poso Kota;

https://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/poso/



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Poso,

Pada Tanggal 23 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

https://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/poso/



